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JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MF**IMBANG : Bahwa sechubungan dengan pembaharuan Susunan Organisasi
dan Tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, perlu me-
ninjau dan mengatur kembali pelaksanaan ujian dinas -
dilingkungan Kejaksazan. '

-

1. Undang-undang No.1l5 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ke

tentuan Pokok Kejaksaan (L.N. Tahun 1961 No.254, =
TIN. No.2298) ;

2. Undang~undang No.16 Tahun 1961 tentang Pembentukan
Keja?saan Tinggi (L.N. Tahun 1961 No.255, TLN. No.
2299) ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.29 Tahun -
1876 ;

4. Undang-undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok -
Xepegawaian (L.N. Tahun 1974 No.55) ;

5. Surat Keputusan Jaksa Aging Republik Indonesia No.
Kep-088/J.A/10/1977 tontang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MENGINGAT

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Surat Keputusan Jaksa Agung Republik -
Indonesia No.Kep-120/D.A/11/1968, tortanggal 7 Hopem - -
ber 1968,

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pelak
sangan ujian dinas dilingkumgan Kejaksaan :

MENBTAPKAN

+ Pasal 1

Ujlan dinas I dilaksanakan oleh suatu Team Pelaksana -
Ujian Dinas, yang :

—._ (1) Pada tingkst Kejaksaan Agung, terdiri atas :

Kepala Bagian Pengembangan Kgpagawaian sebagail Ke-
§g;aia Sub Bagian Peningkatan Mutu sebagai Sekre -
- __fparisa Bagian Anggaran scbagal Anggota ;
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Kepala Baglan Tata Usaha sebagal Anggota ;
Kepala Bagian Keamangn Dalam sebagai Anggota ;

{(2) Pada tingkat Kejaksaan Tinggi, terdiri atas :

Asisten Bidang Pembinaan sebagai Ketua ;

Kepala Sub Bagian Kepegawailan sebagai Sekretaris ;
Asisten Bidang Operasi sebagai Anggota ;

Asisten Bidang Intelijen sebagal Anggota ;
Asisten Bidang Pengawasan Daerah sebagai Anggota.

(3) Pada tingkat Kejaksaan Negeri, bilamana dianggap -
perlu oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, terdiri atas :

Kepala Kejaksaan Negeri sebagali Ketua ;

Kepala Bub Bagian Pembinaan sebagal Sekretaris ;
Kevala Seksi Intelijen sebagai Anggota ;.

Kepala Seksi Operasi sebagai Anggota ;

Pasal 2

Mata pelajaran yang diuji pada Ujian Dinas I adalah :

1. Administrasi umum ;

2. Administrasi Tata usaha Kejaksaan ;

3. Peraturan Urusan Dalam Kejaksaan (PUDK) ;
4. Administrasi Keuangan.

Pasal 3

Ujian Dinas II dilaksanakan oleh suatu Team Pelaksana
Ujian Dinas, yang :

(1) Pada tingkat Kejak?éaﬂ'Agung, terdiri atas :

Kepala Biro Kepegawaian sebagai Ketua ;

Kepala Bagian Pengembangan Kepegawaian sebagai Se -
kretaris ;

Kepala Biro Perencanaan sebagai Anggota ;

Kepala Direktorat Penuntutan sebagai Anggota ;
Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan sebagsi Anggota ;
Kepala Direktorat Sosial Budaya sebaga1 Anggota.

(2) Pada tingkat Kejaksaan Tinggi, bilamana dlanggap per
lu oleh Jaksa Agung, terdiri atas :

Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai Ketua-; .
Asisten Bidang Pembinaan sebagai Sekretarls ;
Asisten Bidang Intelijen sebagai Anggota ;
Asisten Bidang Operasi sebagai Anggota ;

Asisten Bidang Pengawasan Daerah sebagai Anggota.

Pasal 4

Mata pelajaran yang diujl pada Ujian Dinas II adalah :
(1) Untuk-Katyawan Tata usaha :

a. Organisasi Kejaksaan ;

b. Peraturan-peraturan Kepegawaian ;
c. Peraturan-peraturan Keuangan ;

d. Administrasi Tehnis—Kejaksaan.

(2) Untuk ...onceen
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(2) Untuk Karyawan Jaksa :

a. Hukum Pidana ;

b, Hukum Acara Pidana 3

€. Kriminologi ;

d. Peraturan-peraturan Tindak Pidana Korup
Ekonomi ;

e. Administrasi Tehnis Kejaksaan

Pasal 5§

(1) Ujian Dinas IYT dilaksanakan oleh suatu Team Pelak -
sana Ujlan Dinas, yang terdiri atas t

Jaksa Agung Muda Bldang Pembinaan sebagal Ketua ;
Kepala Biro Kepegawaian sebagai Sekretaris ;

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen sebagal Anggota ;
Jaksa Agung Muda Bidang Operasi sebagal Anggota ;
Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Unum sebagai Ang-
gota, .

(2) Para Anggota dapat menunjuk petugas pelaksana, seku-
rang-kurangnya memangku jabatan Karo/Kadit/Inspektur.

Pasal 6

Mata pelajaran yang diuji pada Ujian Dinas III adalah :

1. Hukum Pidana Khusus ;

2. Hukum Pidana Islam H

3. Hukum Administrasi Negara ;
4, Management.

Pasal 7

(1} Ujian Dinas diadakan sekali dalam setahun, yaitu pada
tiap bulan Januari,

(2) Dalam hal terdapat rintangan pada pengikut ujian, se-
pertl sakit, mendapat tugas khusus/mendadak atau lain
hal, diadakan ujian susulan pada bulan Agustus setiap
tahun,

Pasal 8§

Toam Pelaksana Ujian Dinas dapat menambah anggotanya deng
an tenaga ahli yang dianggap rerlu dan dapat menunjuk pe-

- % .tugas-petugas untuk pelaksanaan tata~tertib ujian,

. Pasal 9

Semua blaya pelaksanaan Ujian Dinas dibebankan kepada ang
garan belanja Kejaksaan.

Pasal 10

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam keputusan ini,
akan diatur ;ebih lanjut oleh Jaksa Agung,

.- Pasal 11
Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditstapkan,

Ditetapkan di : Jakar ¢t a,
Pada tanggal ¢ 11 April 1978,
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